Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa dalam rangka menjaga kesetabilan dan

kelancaran Penyaluran Bahan Bakar Minyak untuk
memenuhi kebutuhan Masyarakat, diperlukan upaya
Pengendalian Bahan Bakar Minyak;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pengendalian
Penggunaan Bahan Bakar Minyak di Wilayah Kabupaten
Kutai Timur;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaraan Negara
Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negsara ...




Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152) ;

Peraturan Pemerintahan Nomor 67 Tahun 2002
tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Perindustrian
Bahan Bakar Minyak dan  Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4253);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan
Gas Bumi (Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4996);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Jenis bahan Bakar
Minyak Tetentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 41);

7. Peraturan ...




Menetapkan

7-

10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Kepres Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukann Badan Aparatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang
Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga Bahan
Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaa Peraturan
Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen

Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian
Penggunaan Bahan bakar Minyak;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran
Bahan Bakar Minyak;

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN BAHAN
BAKAR MINYAK DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i B8
=,

Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur.
Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Bahan ...
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(2)
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Pasal 4

Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis bahan
Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 huruf a, untuk Kendaraan bermotor meliputi
pentahapan pengguna, wilayah, waktu, dan/atau
Volume Jenis Bahan Bakar Tertentu.

Pentahapan pembatasan penggunaan Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu untuk kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas
ditunjukan untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah

Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 5

Pentahapan pembatasan atas penggunaan Jenis

Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Bensin

(gasoline) RON 88 untuk Kendaraan Dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dilaksanakan sebagai berikut:

a. terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2013 seluruh
Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Timur dan Kendaraan Dinas Milik
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Kutai Timur dilarang menggunakan Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu berupa Bensin/Premium
(Gasoline) RON 88;

b. untuk seluruh jenis mobil/kendaraan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ayat (1) di atas dilarang
mengisi jenis bahan bakar tertentu berupa
Bensin/Premium (Gasoline) RON 88 di SPBU
(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang ada
di Kabupaten Kutai Timur.

Pentahapan pengendalian penggunaan Bahan Bakar

Minyak yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,

akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

(3) Pelanggaran ...




(3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan
Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 27 Februari 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

T

H. ISRAN NOOR




